KPK 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RISTANTI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK 1 97190
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 526 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 144.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

14.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 130.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 293.015.660
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.517.015.660
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.517.015.660
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BAMBANG MULADI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 545365
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 294.950.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/21 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 114.950.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/56 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

3. MOTOR, HONDA A1FO2N36M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 17.000.000

4. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

117.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.136.000
F. HARTA LAINNYA Rp. =i
Sub Total Rp. 450.086.000
lll. HUTANG Rp. 90.755.474
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 359.330.526
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : JOKO PRAMONO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 545442
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 448.700.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 365 m2/211 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 417.500.000

2. Tanah Seluas 780 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, WARISAN Rp.
31.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 298.000.000

1. MOBIL, AVANZA MPV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
135.000.000

2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
135.000.000

3. MOTOR, YAMAHA NMAX B6H-A A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 73.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 828.700.000

. HUTANG Rp. 576.297.783

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 252.402.217
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA
I. DATA PRIBADI
1. Nama © WIWIK SETIYANI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 713869
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 426.455.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 840 m2/120 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 101.000.000

2. Tanah Seluas 3455 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 34.555.000

3. Tanah Seluas 1990 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 39.800.000

4. Tanah Seluas 6975 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 251.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 107.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000

2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

4. MOTOR, HONDA X102N32L1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —-
D. SURAT BERHARGA Rp. Y.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.735.831
F. HARTA LAINNYA Rp. 10

Sub Total Rp. 573.190.831
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1. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 573.190.831
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA
I. DATA PRIBADI
1. Nama . HARMASTUTI TRIATMAJA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK . 715804
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. -
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 105.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
87.000.000

2. MOTOR, HONDA SCOOPY BEBEK Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. o

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ===

Sub Total Rp. 111.200.000

lll. HUTANG Rp. 65.057.969

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 46.142.031
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ADI ROHMADI ABDULLAH
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 864385
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. -
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 142.500.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
135.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

7.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---
D. SURAT BERHARGA Rp. o
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 125.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ===
Sub Total Rp. 142.625.000
lll. HUTANG Rp. 122.587.497
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 20.037.503
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AGUNG SUSILA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 858901
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 255.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/135 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, WARISAN Rp. 255.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 138.500.000
1. MOTOR, HONDA X1HO2N35M1 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
21.000.000
2.  MOBIL, NISSAN MARCH 1.5 AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 22.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.167.596

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 399.667.596

. HUTANG Rp. 169.748.724

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 229.918.872
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



